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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR \%% TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN

DAN ANALISIS BEBAN KERJA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan
profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan
efesiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah
kepada publik, perlu dilakukan penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu membentuk
Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114), sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477),;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan
Refromasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.

Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Bupati ini.

Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas:

a. mengumpulkan data;

b. menyusun informasi jabatan;

c. memverifikasi data; dan

d. mengumpulkan beban kerja.



KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Badan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal |D JANUAE! 2,02!5(
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

%I { BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

AN~

Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 3% TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA.

SUSUNAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

NO NAMA JABATAN ASN KEDUDUKAN DALAM PANITIA KETERANGAN
1 2 3 4
1 Pj. Bupati Banggai Kepulauan Penanggung Jawab
2 Sekretaris Daerah Pengarah
3 Plt. Asisten Administrasi Umum Ketua
4 Plt.Kepala Bagian Organisasi Wakil Ketua
5 Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretaris
6 Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Anggota
i Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Anggota
8 Analis Kinerja Anggota
9 Analis Kebijakan Anggota
10 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Anggota
11 Operator Komputer Anggota
12 Operator Komputer Anggota
13 Operator Komputer Anggota
14 Operator Komputer Anggota
15 Operator Komputer Anggota
16 Operator Komputer Anggota
17 Operator Komputer Angeota

Pj. BUPATI BANGGAJ{ [KEPULAUAN,




